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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sesuai pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, komponen tersebut berasal dari :

a.   Hasil pajak daerah;

b.   Hasil retribusi daerah;

c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d.   Lain-lain PAD yang sah.


Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah :

“Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah” (Barata, 2004:90).

Menurut Atep Adya Barata dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juda di kemukakan oleh HAW. Widjaja, yakni sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain” (Widjaja, 2002:110).

Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan konstribusi bagi penerimaan PAD. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah, sebagai berikut :

“Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara” (Koswara, 1999:23).

2.1.1  Pajak Daerah


Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut (Mardiasmo, 1995: 50). Maka dalam memungut pajak sembarangan, harus berdasarkan peraturan daerah. Pajak dikenakan pada wajib pajak seperti dikemukakan oleh Pratikno. Pratikno mendefinisikan pajak daerah sebagai, pungutan wajib yang dikenakan pada kelompok pembayar tertentu (wajib pajak) yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pratikno, 2002: 30). Pajak daerah selain berfungsi sebagai sumber keuangan daerah juga merupakan instrument pemerintah daerah untuk menjalankan peran-peran pemerintah, antara lain dalam hal distribusi atau pemerataan pendapatan, regulasi, stabilitatif, dan alokatif.

Davey mengklasifikasikan pengertian pajak daerah kedalam beberapa jenis, yakni :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah                       sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi pengaturan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah daerah                   tetapi hasil pungutan diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

(Davey, 1998: 39).


Menurut Davey bahwa pajak terdapat beberapa jenis, dan pengklasifikasiannya berdasarkan pengaturan dan pemungutannya. Untuk menilai pajak daerah, Devas menggunakan ukuran sebagai berikut :

1. Hasil (yield) : memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (equity) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber lebih besar memberikan sumbangan lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.

3. Daya guna ekonomi (economic efficiency) : pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suistability as a local revenue source) artinya harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.1.2 Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2002:100).

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jenis tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapat lain dikemukakan oleh Munawir, bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk (dalam Kaho, 1991:153).

Menurut Munawir bahwa retribusi dapat dipaksakan oleh pemerintah dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Pengertian retribusi daerah secara khusus dikemukakan oleh Panitia Nasrun, yakni :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung” (dalam Kaho,1991:152).

Nasrun menjelaskan bahwa retribusi merupakan pembayaran atas jasa baik jasa pekerjaan, jasa usaha maupun milik daerah yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara terperinci Kaho menjelaskan ciri-ciri mendasar retribusi daerah, sebagai berikut:

1.  
Retribusi dipungut oleh Negara;

2.  
Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
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Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;

4.
Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

(Kaho, 1991:152).

Retribusi berbeda dengan pajak dilihat dari sifat-sifat khususnya :

1.  
Retribusi daerah bersifat kembar, artinya dari satu jenis sumber retribusi dapat dikenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi dan hal ini berbeda dengan pajak yang hanya oleh satu instansi atasnya.

2.
Pungutan retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa.

3.
Pemungutan retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah mendapatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa sementara pajak dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu wajib pajak.

4.
Pemungutan retribusi dilakukan berulangkali terhadap seseorang sepanjang ia mendapatkan jasa dari pemerintah daerah sehubungan jumlahnya relatif kecil maka pembayarannya jarang diangsur.

2.1.3
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan di daerah yang dipisahkan adalah sumber PAD yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah suatu Badan usaha yang dimiliki oleh daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit atau keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang tetap harus terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Secara terperinci, Pratikno mengemukakan sejumlah alasan yang melatarbelakangi perlu dibentuknya perusahaan daerah yakni :

1. Orientasi profit.

2. Orientasi non profit, antara lain untuk membenahi market failure dan fungsi sosial.

3. Komitmen terhadap perencanaan pembangunan ekonomi Nasional jangka panjang.

4. Menggeser ekonomi kapitalis ke sosialis.

(Pratikno, 2002:35).

Bentuk organisasi perusahaan daerah bisa berupa bagian langsung dari dinas pemerintah daerah atau bersifat semi swasta.

2.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah


Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutkan disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah.

Kelima komponen lain-lain PAD tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan konstribusi bagi penerimaan PAD. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “Lain-lain PAD yang sah” antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah. Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber PAD dalam APBD mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.


Menurut Kaho, sekalipun dinas-dinas daerah fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan 

sebagai sumber pendapatan daerah (Kaho,1991:170).
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